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PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP )

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang a. bahwa sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang

memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah

untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan

kondisi dan potensi yang dimiliki;

b. bahwa kegiatan usaha perdagangan merupakan salah satu

sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu

dibina, dikembangkan dan dikendalikan, baik dalam

perencanaan maupun dalam kegiatannya sehingga dapat

memberika..Tlhasil guna dan daya guna bagi pembangunan di
Kota Denpasar ;

c. bahwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud hurufa

dan b tersebut diatas, maka kegiatan usaha Perdagangan perlu
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Mengingat

diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
Denpasar.

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukumAcara
Pidana (Lembaran NegaraTahun 1981Nomor76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 1Tahun 1992Tentang Pembentukan
Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak:
Daerah, dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685);

4. Undang-undangNomor 22 Tahun 1999TentangPemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 18Tahun 1997 tentang Pajak:
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undangNomor8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

7. PeraturanPemerintahNomor 66 Tahun 2001tentangRetribU';i
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
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Memperhatikan

8. Keputusan Presiden Nomor44 Tahun 1999 tentangTeknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk
Rancangan Undang-undang,RancanganPeraturanPemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden ;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
289/MPP/KepIl0I2001 Tentang Ketentuan Standar
Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 1995
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota
DenpasarTahun 1996 Nomor 14 Seri C Nomor 3).

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

DenpasarTanggaI 14Nopember2002Nomor 18Talmn2002
tentang Persetujuan Penetapan 14(Empat Belas ) Rancangan
Peraturan Daerah Kota Denpasar menjadi Peraturan Daerah
Kota Denpasar

Dengan Persetujuan

DEvVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURANDAERAH KOTADENPASAR TENTANG

SURAT InN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) ,



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar;
b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yang selanjutnya disebut

DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Denpasar;

e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Denpasar ;

f. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepaja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar ;

g. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan
secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang barang dan
atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;

h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan ataupun badan yang
menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan
didirikan,bekerja serta berkedudukan di Kota Denpasar, untuk tujuan
memperoleh keuntungan dan atau laba ;

L Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat ijin untuk
dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;

J. Surat Permintaan Surat Iji~Usaha Perdagangan yang di singkat SP-SIUP
adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan
untuk memperoleh SIUP KecillMenengahlBesar ;

k. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi
perubahan nama pcrusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan,
nama pemilik/penanggungjawab, alamat pemilik/penanggungjawab, NPwp,
modal dan kekayaanbersih (Netto) kelembagaan, bidang usaha,jenis barangl
jasa dagangan utama ;
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L Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian
dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang
berlainan dan dapatbersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan
sebagian tugas dari perusahaan induknya ;
Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor

pusat perusahaan untuk melak.'1lkansuatu kegiatan dan atau pengurusaImya
ditentukan sesuai wewenang yang diberikan ;

n. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberikan
kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan
merupakan bagian dari kantor pusat.

BAB II

SURAT UIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal2

(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Kota
Denpasar wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Walikota;

(2) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri
dari :

a. SlUP Kecil

b. SIUP Menengah

c. SIUPB~ar

(3) Penentuan Klasifikasi SIUP sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan
berdasarkan :

a. Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) sampai
dengan nilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP kecil ;

lb. Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp.
200.000.000,-(DuaTatus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,-
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(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

wajib memperoleh STIJP menengah ;

Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya

diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha wajib memperoleh STIJPBesar.

(4) S:TJP sebagaimanadimaksud ayat (1) berlaku selama perusahaan menjalankan

--1...anyadan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

(5) AtaS pengeluaran SIDP dimaksud ayat (1) dan pendaftaran ulang sebagaimana

. aksud ayat (4) dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan
amPasal15.

Pasal3

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (n~tto) baik

karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan ak'te perubahan dan

atau aeraca perusahaan, wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal2 ayat (3).

Pasal4

(1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :

a. CabangIPerwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha

perdagangan mempergunakan STIJP perusahaan pusat.

b. Perusahaan kecil perorangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan

2) Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan

mempekeIjakan anggota keluarga/kerabat terdekat.

c. Pedagang keliling, pedagang asongan atau pedagang kaki lima.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila

.dikehendaki oleh yang bersangkutan.
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PasalS

Setia? perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
terru(C}gmulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam
dafta: xrusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA DAN SYARAT PER\'IOHONAN SURAT UIN USAHA

PERDAGAr\GAN (SIUP)

Pasal6

(1) Permohonan SIUP sebagaiman dimaksud dalam pasal2 ayat (1) wajib diajukan
keDada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan

ampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

3. Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan copy Surat Keputusan
pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman atau bukti setor biaya
administrasi dan dala Akte Pendirian Perseroan (untuk perusahaan yang
berbentuk PT)

b. Salinan Akte Pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan dari
Instansi berwenang (untuk Koperasi).

c. Salinan SuratAkte Pendirian Perusahaan!Akte Notaris yang telah didaftarkan
pada Pengadilan Negeri (untuk Perusahaan Persekutuan):

d. Salinan KTP Pemilik/DirutIPenanggungjawab perusahaan:
e. Salinan NPWP Perusahaan:

f. Salinan SITU, atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kecamatan:
g. Neraca awal perusahaan.

(2) Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib
menyampaikan copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri
Kehakiman kepada WalikotarnelaluiKepalaDinasPerindustrian dartPerdagangan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat
Pengesahan tersebut.
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(3) Te:iIadap permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
ohonannya untuk mendapatkan Pengesahan Badan Hukum ditolak, maka

pe::::::lohonanSyarat -syarat permohonan SIUP adalah gugur dan dianggap tidak

Pasal7

Syara:-syarat permohonan SIUP ditetapkan sebagai berikut:

(1) S :.-::.:atpermohonan SIUP bagi Perusahaan Perseroan Terbatas adalah :
alinan Akte Notaris Pendirian Peseroan:

alinan Keputusan. Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman atau

salinan data akte pendirian Perseroan dan copy bukti setor BAP proses

pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman
Salinan KTP pemilik!dirut/penanggungjawab perusahaan
Salinan NPWP perusahaan

e. Salinan SITU / surat keterangan domisili Perusahaan dari Kecamatan

_,eraea awal perusahaan

g. Pas photo 4 x 6 em (21embar)

(2) Syc:at permohonan SIUP bagi perusahaan Koperasi adalah :
a. Salinan Akte N otaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan

pengesahan dari instansi berwenang ;

b. Salinan KTP pemi1ik/dirut penanggungjawab koperasi ;
c. Salinan NPWP perusahaan ;

d. Salinan SITU / surat keterangan domisili Perusahaan dari Kecamatan ;

e. ~eraea awal perusahaan:
f Pas photo 4 x 6 em (21embar).

(3) Syarat -syarat permohonan SIUP bagi Perusahaan bukan PT dan Koperasi adalah:

a. Perusahaan Persekutuan :

1) salinan akte notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada
Pengadilan Negeri

2) salinan KIP pemilik/penanggungjawab perusahaan
3) salinan NPwP perusahaan

4) salinan SITU / surat keterangan domisili Perusahaan dari Kecamatan
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5) neraea awal perusahaan
6) pas photo 4 x 6 em (2Iembar)

Perusahaan Perorangan

) salinan K1P pemilik/penanggungjawab perusahaan

_) salinan NPWP perusahaan

) salinan SITU surat keterangan domisili Perusahaan dari Kecamatan

...•) neraea awal perusahaan

-) pas photo 4 x 6 em (21embar)

PasalS

yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana

dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dapat diberikan SIUP apabila

dikehe:-Aiaki oleh perusahaan dengan melampirkan :

Salinan KTP pemilikJdirut/penan&:,crungjawab

Salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kecamatan

Pasal9

Sel~ -lambatnya 5 (lima) hari kelja terhitung sejak diterirnanya permohonan SillP

sebagai:nana dimaksud dalam Pasal 6 seeara lengkap dan benar Walikota wajib
mene::::~ SillP.

BABIV

PEMBUKAANCABANG/PERWAKILANPERUSAHAAN

PasailO

(1) Perusahaan pemegang SillP yang akan membuka eabangipelWakilan perusahaan

di Kota Denpasar, wajib melapor secara tertuIis kepada Walikota melalui Dinas

'Pe:industrian dan Perdagangan dengan melampirkan :
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(3)

alinan SIUP pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan
TIJP tersebut ;

alinan Akte Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan kantor cabang

~rusahaan;

alinan K1P penanggungjawab kantor cabang perusahaan di Kota Denpasar,

alinan TDP kantorpusat;

e. ~alinan SITU atau Surat Keterangan Domisili perusahaan dari Kecamatan.

bat-Iambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan

en sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Dinas

e:=.:tdustrian dan Perdagangan mencatat/mendaftarkan dalam buku laporan

;-e=bukaan kantor cabang perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda

'''''-~ cap/stempel pada copy SIUP perusahaan pusat sebagai bukti bahwa SIUP

-=-=-~butberlaku juga bagi kantor cabanglperwakilan perusahaan.

::sahaan yang bukan merupakan bagian dari kantor pusat yang ditunjuk sebagai"

r~~ .,·akilan perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Walikota melalui

a Dinas Perindustria.Tl dan Perdagangan dengan melampirkan :

aIinan STIJP dan salinan TDP perusahaan yang menunjuk ;

aIinan SIUP dan salinan TDP perusahaan yang ditunjuk ;

alinanAkte penunjukan perwakilan atau surat tentang penunjukan perwakilan ;

aIinan KTP penanggungjawab perusahaan ;

e. ~ITU atau Surat Keterangan Domisili perusahaan dari Kecamatan.

(4) SeXnbat -lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan

-:lIDensebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar, Kepala

Perindustrian dan Perdagangan mencatat dalam buku laporan pembukaan

--,",",'orcabanglperwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan,cap /

el, pada copy akte penunjukan atau surat ten tang penunjukan perwakilan

pe:-.!Sahaan sebagai bukti pembukaan kantor perwakilan perusahaan.
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BABV

PERUBAHAN SURAT DIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasalll

~. ~ ==-.:sahaanyang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan
s:::c;~aimana dimaksud dalam pasall hurufk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
-e::::::ungsejak dilalllkan perubahan, wajib mengajukan permintaan perubahan
S!L?kepada yang berwenang menerbitkan SIUP.

_ .•.==-.:sahaanyang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan
S::2-=~aimanadimaksud pasall hurufk sepanjang yang menyangkut modal dan
.-",'h'vaanbersih (netto) ditetapkan sebagai berikut:

IUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya,"

etto) sehingga menjadi lebih besar dari sernula tetapi tidak melebihi Rp.
_00.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

:empat usaha, tidak wajib melakukan perubahan SIUP ;
IUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan
enjadi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp.500.000.cm,- (lima ratusjutarupiah) tidaktermasuktanah danbangunan
--mpat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP
_.1enengah;

IUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan
enjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk

umah dan bangunan tempat usaha, wajib rnengajukan perubahan SIUP Kecil
::nenjadiSIUPBesar;
SIUP Menengah yang mengadakan peruhahan modal clankekayaan bersih
(netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp.
-00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
empat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP ;

,e. SIUP Menengah yang modal clankekayaan bersih (netto) turun menjadi di
bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratuis juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempatusaha, wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Kecil;
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SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal clan kekayaan ~rsih

netto) menjadi diatas Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) Lidak

"nnasuk tanah clan bangunan tempat usaha. wajib mengajukan penyeSillian

enjadi SIUP besar;

STIJP Besar yang mengadakan perubahan modal dan keb yaan bersih (:'ctto)

enjadi sampai dengan di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rL;?1ah)
diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ticilk termasuk :...:Tlah
bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIlJP-nya menjadi STIJP

...Jenengah;
STI.;Pbesar yang mengadakan perubahan m:xl.aIdan kebyaan bersih (:::ctto)
:mun menjadi sampai dengan dibawah Rp. 200.000.000,- (dua rat:L:5juta
4~piah) tidak tennasuk tanah clanbangunan tempat usaha. wajib menyesL3k:an

ICP-nya menjadi SIUP Kecil.

--o';kota selambat-Iambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diteriI.L::Ilya
'ntaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wJ.jib

;::eluarkan SIUP.

an Perusahaan yang tidak tennasuk daIam pasal 1hwufk wajib dilap.xkan
tertulis kepada Walikota tanpa mengganti atau mengut:cl1 SIUP yang :,;:[ah
leh.

~ 7-·:="-:-:otaselambat-Iambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diteri~'Ilanya l~ran
ahan sebagaimana dimaksud pacta ayat l~) wajib mengeluarkan SJIat

Ijuan Perubahan SIUP yang merupakan bagian yang tidak terpisG\.:an
~~;:;.<ul SIUP yang telah diperoleh.

Pasal12

(1' ...~abila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak te.~J(a,

~usahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan rengga..l1tian STIJP
tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dari Perdagangan unruk

-emperoleh SIUP barn.

?c.rmintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud lyat
~ I diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
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~elampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ;
. ~elampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi

SIUP yang hilang;
);felampirkan SIUP ash bagi yang rusak.

-;;Iambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya ~ur;:lt

~c::ggantian SlUP sebagaimana dimasuk pada ayat (2) Walikota \\3.Jib
geluarkan SIUP.

BAB VI

ThTFORMASI PERUSAHAAN

Pasal!3

"'-~_usahaan pemegang SlUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (nelto)
...:.---wahRp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) tidak termasuk tanah.:i.m
_::..ilgunantemp at usaha, dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporJ.n/
cormasi perusahaan ;

~•..~u.>ahaansebagaimana dimaksud dalam pasal2 ayat (3) huruf a yang telah
:::emperoleh SlUP Kecil dengan modal dan kekayaan bersih diatas Rp.
.s::;.OOO.OOO,- (lima puluhjuta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- Idua
~~:il<:;jutarupiah)tidaktermasuktanahdanbangunan tempat usaha, wajib

ampaikan laporan kepada kepala Dinas mengenai kegiatan usahanya sc;iap
•. ~atutahun sekali selambat-Iambatnya tanggal31 Januari tahun berikutnyJ._

ahaa.T'lsebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (3) hurufb yang telah
~leh SIUP Menengah wajibmenyampaikan laporan kepada KepalaDinas

. dLlStriandan Perdagangan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua)
. ".i dalam setahun.

...•.•r erusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (3) huruf c yang telah
mperoleh SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas
g bersangkutan inengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalJ.ID

setahun.
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_ ~ ~yampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilak.-ukan
.:-gan jadwal sebagai berikut:

emester pertama selambat -Iambatnya setiap tanggal31 Juli;
emester kedua selambat-Iambatnya setiap tanggal31 Januari tahun

il-utnya.

Pasal14

yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan datalinformasi mengenai
ahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Walikota atau Pejabar yang

Pasal15

perusahaan yang sudah tidak lagi melakLIkan kegiatan usaha perdagangan
enutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota

---crrai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli

-~'i"kotayang mengeluarkan SIUP perusahaan yang ditutup sebagaimana
ksud pada ayat (1) mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal16

-"'""-"pengeluaran SIUP sebagaimana dimaksud Pasall dikenakan Retribusi

ya Retribusi dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1) SIUPKecil : Rp. 100.000,-
_) SIUPMenengah : Rp. 250.000,-
3) SIUP Besar : Rp. 500.000,-
Pengesahan pembukaan kantor cabang baru :
1) SIUPKecil : Rp. 100.000,-
2) SIUPMenengah : Rp. 250.000,-

3) SIUP Besar : Rp. 500.000,-
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. ~galisasi SIUP

:Jaftar Ulang SIUP
_) SIUP Keeil

SIUP Menengah
21 SIUP Besar

: Rp. 50.000,-

: Rp. 50.000,­
: Rp. 75.000,­
: Rp. 100.000,-

BAB VIII

PEMBINAA:\ DAN PENGA WASAN

Pasal17

'-' .gka pembinaan dan pengawasan Walikota dapat memberikan tinL1.;.an

gatante1'ffiD.~,~mn-e\ma11SWZt'a'i'1~'i'R:at'Utal\ SR.'?

Pasal18

~atan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal17 diberikan apabila :

1dak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam P~'-3llO ayat (11P.lSal

1 ayat (1) dan ayat (2) Pasal13 ayat (2), (3) dan (4) sertaPasal14Peraruran
=:>lli;rahini ;

_,ielakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bicbng usaha, kec;:.~an

-aha danjenis barangljasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP

g telah diperoleh ;
3elum mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusaha;m sebagaimc-;l

. aksud dalam Pasal5;

Adanya laporan / pengadua...1.dari pejabat yang belWenang ataupun peoil:ik

atau pemegang Hak Atas Kekayaan lntelektual (HAKI) b;.:hwa

peIUSahaan yang bersangh.'Utanmelakukan pelanggaran HakAtas Kek2y:ulIl
telektual (HAKI) seperti antara lain Hal\. Cipta, PateniMerk .

gatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebany:ik­
~ 'yaknya 3 (tiga) kali be1tUrut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) Nlan

Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan .
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Pasal19

(1) PembeJ.cuan SIUP sebagaimana dimaksud Pasall? dilal'llkan apabila :

a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 1-:ayat

(1) ;

b. Melal'Ukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen d:::J. adak

sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barangljasa ~:.mgan

utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperokh ;

c. Sedang diperiksa di sidang Pengadilan karena didakwa mel2.i:ukan

pelanggaran HakAtas Kekayaan InteleJ....wal(HAKl). dan atau meL:_\.l.lkan

tindak Pidana lainnya.

(2) Selama SIUP Perusahaan bersangkutan dibeJ....l.lkan,perusahaa.l1 tersebut d:lrrang

untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan ;

(3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagairnana dimaksud dalam

ayat (1) huruf adan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhirung sejakdikef.ill"kan

penetapan pembekuan STIJP

(4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagairnana dimaksu.:i pada

ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Pendilan

yang telah berkekuatan hukum tetap

(5) STIJP yang telah dibekukan dapat diberlahlkan kembali apabila Perus;2haan

yang bersangkutan :

a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikaJ. dan

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan D.lcrah
rrn;

b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Hak Atas Kebyaan

Intelektual (HAKI) dan atali tidak melakukan tindak Pidana sesuai Kep.rrusan

Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
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Pasal20

Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud Pasal17 dilakukan apabila :

a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keteranganldata yang tidak benar atau pa.lsu
dari perusahaan yang bersangl-Lltanatau tidak sesuai ketentuan dalarn f\lSal 2
ayat (3), Pasal3, Pasal6, Pasal 8, dan Pasal11 ;

b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah meL:mpaui
batas wal-w pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (31:

c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran R1.~.-\tas
Kekayaan Intelel-1Ual(HAKI) dan atau pidana berdasarkan Keputusan Peng.1d.ilan

yang telah ~empunyai kekuatan hukum tetap;
d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang­

undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

Pasal21

(1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kcpada
Walikota selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak unggal
pencabutan SIUP.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lamOOtnya30 (tiga ~uh)
hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan dapat merierima atau m;:TIolak
permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.

(3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut di~itkan
kembali.

BABIX

KETEI\ffUAN PIDANA

Pasal22

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal2, P..:L"'-ll5,

PasallO ayat (1) dan Pasal11 diancam pidana kurungan paling lama:3 !tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima j uta rupiah) ;
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(2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

BABX

KETENTUAN PENYIDlKAN

Pasa123

18

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilak.-ukansehubungan ,

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; I'

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen -dokumen lain yang berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

e. Mela1.11kan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembul.Llan,

pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan pcnyitaan terhadap
bahan bukti tersebut ;

f. Meminta ba.,tuan tenaga ahli dalam rangka pclaksanaan tugas penyidik tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah ;

g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempar pada

saat pemeriksaan sedang berlangsuIlg dan memeriksa identitas orang dan

atau dokumen -dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud humf c:

h. Memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah;

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerimah Kota Denpasar

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :



1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi ;

J. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang pedu untuk kelancaran pen:-ldikan tindak pidJna

di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (l) memberit2..1ukan dimubnya

Penyidikan clanpenyampaian hasil penyidikannya kepadaPer.untut Umum scsuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -undang Nomor STahun 1981 tcnr;mg
Hukum Acara Piclana.

BABXI

KETEl\TTUANLAlli· LAIN

Pasal24

(1) Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan SIDP berhalangan semala 5 ~lima)

hari kerja berturut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (SJ.tu)

pejabat setingkat lebih rendah, yang bertindak untuk dan atas nama pej abat yang
bersangkutan untuk menerbitkan SIDP ;

(2) SIUP tidak berlaku untukmelakllkan kegiatan perdagangan t.=rjangka korr.~-xiiti,
kecuaIi apabila relah memenuhi ketentuan persyaratan yang chtctapkan untuk dlpat
melakukan kegiatan Perdagangan beIjangka komoditi sesuai dengan keten:uan
Peraturan Perunclang-undangan yang berlaku.

BABXII

KETENTUANPENCTUP

Pasal25

Hal-hal yang belum diatur dalaill Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota
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Pasal26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

\.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintah..k:an pengunc..mgan
Peraturan Daerah ini dengan penempatann ya dalam Lembaran D2Crah Kota DG.::.pasar

Disahkan di D:npasar
pacta tanggall'+ ~ opember :002

YVALIKOTA DENPASAR

ttd

PUSPA YOGA
Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 N opember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd

MADE WESTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2002 NOMOR 13
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTADENPASAR

TENTANG

SURAT UL~USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

I. UMUM

bahwa sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 ten tang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih luas
kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan poten~i yang
dimiliki.

bahwa kegiatan usaha perdagangan merupakan salah salU sektor kehidupan

dalam perekonomian ra1.)'at yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan baik
dalam perencanaan maupun dalam kegiatannya sehingga dapat memberiklan hasil
guna dan daj'a gun a bagi pembangunan di Kota Denpasar.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal1
Pasal2
Pasal3
Pasal4
PasalS
Pasal6
Pasal?
Pasal8
Pasal9
Pasal10 :
Pasalll :
Pasal12 :
Pasal13 :
Pasal14 :

CukupJelas
CukupJelas
CukupJelas
CukupJelas
CukupJelas
CukupJelas
CukupJelas
CukupJelas
Cukup Jelas
CukupJelas
CukupJelas
CukupJelas
CukupJelas
CukupJelas
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Pasal15 :
Pasal16 :
Pasal17 :
Pasal18 :

Pasal19 :
Pasal20 :
Pasal21 :
Pasa122 :
Pasa123 :

Pasa124 :
Pasa125 :
Pasa126 :.

CutLIp Jelas

CUkLIp Jelas

CUkLIp Jelas

CUkLIp Jelas

CUkLIp Jelas

CUkLIp Jelas

CUkLIp Jelas

CUkLIp Jelas

CUkLIp Jelas

CUkLIp Jelas

CUkLIp Jelas

CUkLIp Jelas
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